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The purpose of the research was to analyze the effect of paying tax
awareness, knowledge of tax regulation, taxation system effectiveness and quality
of service to the willingness to pay taxes for the taxable entrepreneurs in
Bengkulu City.
This reseach is a descriptive research. The sample in this reseach is taxable
entrepreneurs registered in the city of Bengkulu in 2013. Number of respondents
in this study were 71 respondents. Sampling was based on the census. Data
analysis method used is multiple linear regression.
The results showed that awareness of paying taxes and service quality and
a significant positive effect on the willingness to pay taxes for taxable
entrepreneurs. While knowledge of tax regulation and the taxation system
effectiveness does not affect the willingness to pay taxes for taxable entrepreneurs
in the Bengkulu City.
Keywords : Paying taxes awareness, knowledge of tax regulation, taxation system
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar
pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan dan
kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak bagi pengusaha kena pajak
di Kota Bengkulu.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Sampel dalam
penelitian ini adalah pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota
Bengkulu tahun 2013. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 71
responden. Pengambilan sampel dengan berdasarkan sensus. Metode analisis data
yang digunakan adalah regresi linear berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan
kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan
membayar pajak bagi pengusaha kena pajak. Sedangkan pengetahuan peraturan
perpajakan dan efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan
membayar pajak bagi pengusaha kena pajak di Kota Bengkulu.
Kata Kunci: Kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan,
efektifitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan, kemauan
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Pembangunan adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan
berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah
pembiayaan pembangunan (Waluyo, 2010:2). Pembangunan dapat dilaksanakan
dengan lancar apabila ada sumber dana yang mendukung salah satunya dari sektor
perpajakan.
Sesuai peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2008. Pajak
merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak dalam persepsi masyarakat yang digunakan untuk pengeluaran
umum pemerintah, pembangunan dan tidak ada kontraprestasi yang ditunjukan
dalam hal yang individual dianggap tidak dirasakan manfaatnya secara langsung
oleh masyarakat sehingga berdampak terhadap kurangnya kemauan membayar
pajak sehingga perlu ditingkatkan melalui pengetahuan peraturan perpajakan
melalui upaya pengajaran formal maupun non formal, meningkatkan kesadaran
wajib pajak, efektifitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap wajib
pajak sehingga meningkatkan kemauan dalam membayar pajak, jika kemauan
2membayar pajak meningkat maka diharapkan meningkatnya jumlah wajib pajak
sehingga meningkatkan pemasukan untuk pengeluaran umum dan pembiayaan
pembangunan dari pajak baik wajib pajak badan atau orang pribadi melalui PPH,
PPN atau PPnBM. Dengan semakin menjamurnya usaha-usaha baru berbentuk
perorangan atau badan terutama dalam perdagangan yang baru muncul ataupun
yang sudah lama diharapkan dapat meningkatkan pemasukan dari pajak dan
digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya.
Para pengusaha merupakan salah satu obyek pajak yang diharapkan dapat
memberikan masukan yang besar bagi pembangunan melalui kemauan untuk
membayar pajak. Pemasukan dari pajak terus dinaikkan salah satunya dengan
mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti penambahan jumlah wajib pajak
dan perluasan objek pajak serta perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada
peningkatan kemauan membayar pajak pada seluruh wajib pajak terutama bagi
pengusaha yang dalam ketentuan perpajakan telah ditetapkan sebagai pengusaha
kena pajak atau pengusaha kecil yang memilih untuk mengkukuhkan diri menjadi
pengusaha kena pajak yang batasannya didasarkan atas jumlah omset dalam satu
tahun dan ikut melaksanakan kewajibannya seperti pengusaha kena pajak lainnya.
Pengusaha yang telah menjadi pengusaha kena pajak yang peredaran bruto
telah melebihi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) bagi pengusaha kecil
sampai beromzet lebih dari Rp 4,8 miliar wajib melaporkan usaha nya untuk
dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atas penjualan barang yang dibebankan
melalui Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar sebesar 1% dari peredaran
bruto usaha nya. Pengusaha yang sudah mengkukuhkan diri menjadi pengusaha
3kena pajak yang dibebankan atas Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai merupakan
pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang berada dalam daerah
pabean yang dapat meningkatkan pemasukan negara.
Meningkatkan jumlah wajib pajak dan perluasan objek pajak yang
direncanakan tidak lepas dari kemauan membayar pajak terutama pengusaha yang
sudah menjadi pengusaha kena pajak maupun pengusaha tidak kena pajak untuk
melaporkan penghasilan atau pendapatan ke Kantor Pelayanan Pajak. Bila setiap
wajib pajak memiliki kemauan untuk membayar pajak, tentunya penerimaan
negara atas pajak akan terus meningkat sehingga pembangunan dan kesejahteraan
rakyat dalam suatu wilayah juga meningkat. Untuk meningkatkan kemauan
membayar pajak maka perlu diketahui apa saja faktor yang mempengaruhi
kemauan dalam membayar pajak.
Menurut Rahmawaty (2011) kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan
pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem
perpajakan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan dalam
membayar pajak.
Menurut Probondari (2013) persepsi wajib pajak atas kualitas layanan
aparat perpajakan, persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat
kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, serta manfaat pajak yang
dirasakan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak
oleh wajib pajak orang pribadi.
4Menurut Setyawati (2013) faktor yang mempengaruhi kemauan untuk
membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas
adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi
yang baik atas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan.
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu
Setyawati (2013), adapun perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian
sebelumnya, yaitu responden dalam penelitian Setyawati wajib pajak orang
pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan penelitian dilakukan di Kecamatan
Ciputat Timur sedangkan responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak
pengusaha kena pajak dan penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu.
Peneliti memilih pengusaha kena pajak karena semakin menjamurnya
usaha-usaha baru berbentuk perorangan atau badan di kota Bengkulu namun
kemauan membayar pajak dirasa sangat kurang padahal salah satu bentuk usaha
Direktorat Jenderal Pajak adalah memperluas subjek pajak khususnya Pengusaha
Kena Pajak adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil. Peraturan ini mengatur
tentang kewajiban mendaftarkan diri untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak ketika
peredaran usaha telah mencapai Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dalam
satu tahun dan berdasarkan jumlah pengusaha kena pajak seperti pada tabel 1.1
dibawah ini :
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Jumlah Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak
No Tahun Terdaftar Jumlah WP PKP Jumlah PKP yang membayar
1 2010 57 57
2 2011 72 68
3 2012 242 200
4 2013 396 331
Sumber: KPP Pratama Bengkulu.
Berdasarkan tabel 1.1 menunjukan bahwa pengusaha mengkukuhkan diri
sebagai pengusaha kena pajak setiap tahunnya bertambah, namun bedasarkan
jumlah Pengusaha kena pajak yang patuh untuk membayar menunjukan
kurangnya kemauan pengusaha kena pajak untuk membayar pajak. Karena
kurangnya kemauan pengusaha kena pajak untuk membayar pajak sehingga
peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
kemauan pengusaha kena pajak untuk mau membayar pajak. Sehingga penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK BAGI
PENGUSAHA KENA PAJAK DI KOTA BENGKULU”.
61.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dirumuskan permasalahan
adalah sebagai berikut :
1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan
membayar pajak bagi pengusaha kena pajak?
2. Apakah pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap
kemauan membayar pajak bagi pengusaha kena pajak?
3. Apakah efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan
membayar pajak bagi pengusaha kena pajak?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan untuk
membayar pajak bagi pengusaha kena pajak?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk
mendapatkan bukti empiris mengenai :
1) Untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan
membayar pajak bagi pengusaha kena pajak.
2) Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap
kemauan membayar pajak bagi pengusaha kena pajak.
3) Untuk menganalisis pengaruh efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan
membayar pajak bagi pengusaha kena pajak.
4) Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kemauan untuk
membayar pajak bagi pengusaha kena pajak.
71.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagi Akademis
Hasil penelitian ini di harapkan akan menambah bahan referensi atau acuan
bagi studi tentang faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi
pengusaha kena pajak atau penelitian dengan objek yang sejenis.
2. Bagi Penulis
Hasil  penelitian ini sebagai bahan kajian dan referensi untuk menambah
wawasan maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pengusaha
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan bagi
pengusaha untuk membayar pajak serta persepsi yang baik terhadap
perpajakan.
4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai
bagaimana tingkat pelayanan terhadap wajib pajak yang telah dilakukan.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian di dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui adanya
pengaruh dari kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan,
efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar
pajak bagi pengusaha kena pajak. Penelitian ini mengkaji kemauan untuk
membayar pajak bagi pengusaha kena pajak di kota Bengkulu yang terdaftar di





Sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2008 Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang sifatnya
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar
pengeluaran umum menurut Soemitro (Resmi, 2013:1)
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke
kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa
timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara
umum menurut Djajadiningrat (Waluyo, 2010:2).
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada
penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya
9kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum menurut Feldmann (Waluyo, 2010:2).
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa adanya jasa
timbal balik dari negara secara langsung yang diatur dalam Undang-Undang yang
digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum negara demi
memelihara kesejahteraan secara umum.
2.1.2 Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor
barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan
barang tidak berwujud diluar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau
memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (Resmi, 2009:19).
Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan
barang kena pajak atau jasa kena pajak berdasarkan Undang-Undang. Pengusaha
kecil tidak termasuk pengusaha kena pajak kecuali pengusaha kecil tersebut
memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Pengusha kecil yang
batasannya didasarkan atas jumlah omset dalam satu tahun. Bila pengusaha kecil
dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, maka hak dan kewajibannya seperti
pengusaha kena pajak lainnya (Sukardi, 2006:127).
Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha adalah mereka yang
menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan
pemberi kerja yang menjalankan kegiatan usaha, yang dimaksud adalah usaha
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apapun di berbagai bidang, baik pertanian, industri, perdagangan, maupun yang
lainnya (Arum, 2012).
Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian
pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang
dalam kegiatan usaha baik dibidang pertanian, industri dan perdagangan atau
dalam pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud
diluar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar
daerah pabean yang batasannya sebagai pengusaha kena pajak didasarkan atas
jumlah omset dalam satu tahun.
2.1.3 Batasan Pengusaha Kena Pajak
Di dalam Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai
diatur bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa
kena pajak atau melakukan ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak kecuali
pengusaha yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kecil. Selanjutnya di
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 didefinisikan bahwa
pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan
penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran
bruto dan penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta
rupiah). Yang dimaksud dengan peredaran bruto disini  adalah pengertian
peredaran bruto dari sudut pandang Pajak Pertambahan Nilai yaitu jumlah
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keseluruhan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang
dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya.
Pengusaha kecil yang peredaran usahanya (omzet) dalam satu tahun buku
telah melebihi Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sampai beromzet lebih
dari Rp 4,8 miliar wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
pengusaha kena pajak, karena sudah tidak termasuk dalam batasan sebagai
pengusaha kecil. Walaupun kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai pengusaha kena pajak tidak berlaku untuk pengusaha kecil, pengusaha
kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Jika
pengusaha kecil memilih untuk mengkukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
maka harus melaksanakan kewajiban untuk memungut, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
2.1.4 Kemauan Membayar Pajak
Kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak
terhadap pajak tersebut. Pandangan atau perasaan disertai oleh kecenderungan
untuk bertindak sesuai dengan ketentuan pajak tersebut. Perilaku tersebut tidak
hanya berkaitan dengan respon atau reaksi terhadap stimulus (rangsangan) secara
fisiologis, tapi juga melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran. Kemauan
membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu dorongan dimana seseorang rela
untuk mengorbankan dan membayar yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi)
secara langsung (Tatiana dan Hari, 2009).
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Menurut Probondari (2013) faktor yang mempengaruhi kemauan
membayar pajak adalah persepsi wajib pajak atas kualitas layanan aparat
perpajakan, persepsi wajib pajak atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat
kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum, serta manfaat pajak yang
dirasakan oleh masyarakat dari membayar pajak
Kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan
pekerjaan bebas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kesadaran dalam
membayar pajak, pengetahuan akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas
sistem perpajakan dan kualitas pelayanan aparatur pajak (Setyawati, 2013).
Kemauan untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh setiap warga negara mengingat hasil dari pembayaran pajak
inilah yang digunakan untuk melakukan segala kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan, selain itu juga untuk membiayai pembangunan dan perawatan
segala fasilitas umum yang dapat digunakan oleh setiap warga negara itu sendiri
(Probondari, 2013).
Apabila wajib pajak kemauan wajib pajak dalam membayar pajak tinggi
maka jumlah objek pajak akan semakin bertambah sehingga meningkatnya jumlah
pemasukan kas negara untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan. Mengingat kemauan wajib pajak untuk membayar
pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka secara
intensif perlu dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk
membayar pajak wajib pajak.
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2.1.5 Kesadaran Membayar Pajak
Kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang dapat memahami
realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas (Rahmawaty, 2011).
Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi
wajib pajak. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi
untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi
dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat.
Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial,
dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar
dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Apabila kesadaran
bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati
pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan
dan ketetiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya
apabila kesadaran bernegara kurang, maka rasa memiliki dan menikmati manfaat
pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga
tidak tebal. Pada sebagian besar masyarakat dalam hal ini masyarakat Indonesia,
tingkat kesadaran dalam membayar pajak sendiri dirasa sangat kurang.
Beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak
untuk membayar pajak (Rahmawaty, 2011), yaitu :
1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang
pembangunan negara. Kesadaran ini akan membuat wajib pajak mau
membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang
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dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak
sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami
bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak
pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan
terhambatnya pembangunan.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat
dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena menyadari adanya
landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga
negara.
Meningkatkan kemauan wajib pajak salah satunya menciptakan kesadaran
dalam membayar pajak. Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat
akan pajak sangat diperlukan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin
ataupun berupa pelatihan secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat
digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang wajib pajak untuk
mau membayar pajak.
2.1.6 Pengetahuan Peraturan Perpajakan
Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala
perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang dapat berwujud
barang-barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang
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dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah
kejiwaan (Setyawati, 2013).
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat
ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum
berhubungan dengan tugas negara yang diselenggarakan oleh pemerintah
(Waluyo, 2010:2).
Pengetahuan akan peraturan perpajakan merupakan hasil tahu manusia
terhadap sesuatu dan ditunjukan dengan sikap atau laku seseorang dalam
memahami pajak dan peraturan-peraturan perpajakan yang didapat melalui upaya
pengajaran formal maupun non formal sehingga berdampak positif terhadap
kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Seperti pengetahuan dan
pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan
memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib
pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. Pengetahuan
peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan
kepercayaan melalui sistem untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,
melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga dengan adanya sistem ini
diharapkan para wajib pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak dan fungsi pajak
untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial
atau ekonomi. Misalnya, pada tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan,
dimaksud agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi dapat memberikan
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kontribusi membayar pajak yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan
pendapatan (Resmi, 2013:3).
2.1.7 Efektifitas Sistem Perpajakan
Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan
seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dapat tercapai
(Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).
Seiring dengan meningkatnya kemauan masyarakat akan membayar pajak,
maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem
administrasi modern yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
62/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektivitas, dan
kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang
mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional. Berdasarkan hal tersebut
diharapakan sistem perpajakan yang sekarang sudah ada seperti e-SPT, e-filling,
e-NPWP, e-registration, e-banking dan drop box, dan lain-lain dapat lebih
sempurna serta memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam membayar
atau melaporkan kewajiban perpajakan dan dapat memberikan pencitraan yang
baik kepada wajib pajak pada sistem perpajakan.
Persepsi wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak dilakukan oleh
Karanta et al (2000) dalam (Suryadi, 2006) menyatakan bahwa persepsi
masyarakat terhadap kinerja Badan Perpajakan Nasional Swedia, ini dilihat dari:
kemudahan prosedur yang bermanfaat bagi wajib pajak, kebutuhan bagi wajib
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pajak, perlakuan yang adil, keahlian aparat dalam mendeteksi kesalahan, serta
dalam mengoreksi laporan pajak.
2.1.8 Kualitas Pelayanan
Pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya
dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada
kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna. Kualitas layanan
adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap
dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertangggung jawabkan
serta harus dilakukan secara terus-menerus (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).
Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala
bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang
pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi
Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam
menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Suatu layanan dapat dikatakan baik
apabila dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu aspek yang
menjadi peranan penting bagi fiskus yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak
adalah aspek pelayanan memegang kunci dalam menanamkan citra Direktorat
Jenderal Pajak.
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Pelayanan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk , yakni: layanan dengan
lisan, layanan melalui tulisan, dan layanan dengan perbuatan (Moenir, 2007).
Layanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan
masyarakat, bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya
memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan.
Supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat
yang harus dipenuhi pelaku layanan, yaitu:
1. Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya.
2. Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat tetapi
cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang ingin memperoleh
kejelasan mengenai sesuatu.
3. Bertingkah laku sopan dan ramah-tamah: meski dalam keadaan sepi tidak
ngobrol dan bercanda dengan teman, karena menimbulkan kesan tidak disiplin
dan melalaikan tugas.
4. Tidak melayani orang-orang yang ingin sekedar ngobrol dengan cara yang
sopan.
Pentingnya kualitas pelayanan pada wajib pajak merupakan suatu faktor
penting bagi kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan kemauan membayar
pajak pada wajib pajak agar penerimaan negara melalui sektor pajak dapat
meningkat. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak maka wajib
pajak akan senantiasa memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak karena
dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, maka wajib pajak
akan merasa senang dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam penyelesaian
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kewajiban perpajakannya. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari peran vital yang
diemban oleh setiap petugas pajak. Petugas pajak dituntut untuk mampu melayani
setiap wajib pajak dengan baik, sopan santun, memiliki rasa hormat kepada wajib
pajak sebagai pelanggan, serta memiliki keahlian dan pengetahuan dibidang pajak
yang tentunya akan menunjang kualitas dari pelayanan dari petugas pajak kepada
wajib pajak sehingga meningkatkan kemauan untuk membayar pajak.
2.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian tentang kemauan membayar pajak ini berdasarkan penelitian-
penelitian sejenis namun masih terdapat banyak perbedaan pada tahun penelitian,
variabel, responden, dan tempat penelitian pada masing-masing penelitian
terdahulu. Berikut penjabaran penelitian terdahulu;
Rahmawaty (2011) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang
memiliki usaha di kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran
membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan
persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap
kemauan membayar pajak.
Probondari (2013) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang
terdaftar di KPP Pratama Bintan. Hasil penelitian menunjukkan persepsi wajib
pajak atas kualitas layanan aparat perpajakan, persepsi wajib pajak atas efektifitas
sistem perpajakan, tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum,
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serta manfaat pajak yang dirasakan berpengaruh positif terhadap kemauan
membayar pajak.
Setyawati (2013) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang
melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama. Hasil penelitian
menunjukkan kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan,
persepsi yang baik atas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan berpengaruh
positif terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang
melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Serpong.
2.3 Pengembangan Hipotesis
2.3.1 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar
Pajak
Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang
mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran
yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi wajib pajak.
Apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar
pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan
negara dari pajak akan meningkat.
Bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk
membayar pajak (Rahmawaty, 2011), yaitu : kesadaran bahwa pajak merupakan
bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kesadaran ini akan
membuat wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari
pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan
21
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesadaran bahwa
penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan
negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan
pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya
sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan,
kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
Wajib pajak akan membayar pajak karna menyadari adanya landasan hukum yang
kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.
Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat, maka akan
meningkatkan kemauan membayar pajak sehingga kesadaran membayar pajak
memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak (Rahmawaty, 2011)
Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:
H1 : Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan
membayar pajak.
2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan
Membayar Pajak
Pengetahuan akan peraturan perpajakan merupakan sikap atau laku
seseorang dalam memahami pajak dan peraturan-peraturan perpajakan yang
didapat melalui upaya pengajaran formal maupun non formal sehingga berdampak
positif terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Seperti pengetahuan
peraturan perpajakan dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan
kepercayaan melalui sistem untuk menghitung, memperhitungkan, membayar,
melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga dengan adanya sistem ini
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diharapkan para wajib pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak dan fungsi pajak
untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial
atau ekonomi. Misalnya, pada tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan,
dimaksud agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi dapat memberikan
kontribusi membayar pajak yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan
pendapatan (Resmi, 2013:3).
Apabila masyarakat memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan
otomatis kemauan membayar pajak juga meningkat sehingga pengetahuan tentang
peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan untuk membayar
pajak (Setyawati, 2013). Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat
dirumuskan adalah :
H2 : Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan
membayar pajak.
2.3.3 Pengaruh Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan
Membayar Pajak
Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan dan saat ini
dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain : Adanya sistem pelaporan melalui e-
SPT dan e-Filling, Pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak
dalam melakukan pembayaran, Penyampaian SPT melalui drop box, Peraturan
perpajakan dapat diakses dengan lebih cepat melalui internet tanpa harus
menunggu adanya pemberitahuan dari KPP dan Pendaftaran yang dapat dilakukan
secara online melalui e-Register dari website pajak untuk memudahkan wajib
pajak.
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Semakin baik efektifitas sistem perpajakan maka akan meningkatkan
kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dengan semakin maksimalnya sistem
perpajakan yang ada diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk
membayar pajak. Semakin efektif sistem perpajakan yang ada maka pencitraan
tentang efektivitas sistem perpajakan akan baik sehingga dapat meningkatkan
kemauan wajib pajak untuk membayar pajak (Setyawati, 2013). Berdasarkan hal
tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah :
H3 : Efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan
membayar pajak.
2.3.4 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kemauan Membayar Pajak
Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam
menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Suatu layanan dapat dikatakan baik
apabila dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu aspek yang
menjadi peranan penting bagi fiskus yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak
sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik adalah aspek
pelayanan memegang kunci dalam menanamkan citra Direktorat Jenderal Pajak.
Kualitas pelayanan yang diberikan aparat perpajakan dianggap
mempengaruhi kemauan wajib pajak membayar pajaknya ketika wajib pajak
merasakan puas atas pelayanan yang diberiakan aparat pajak kepada wajib pajak,
maka wajib pajak akan dengan senang melaksanakan kewajibannya untuk
membayar pajak dan ketika kemauan membayar pajak begitu besar dari wajib
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pajak maka dengan begitu dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor
perpajakan. Bila kualitas pelayanan baik maka kemauan wajib pajak dalam
membayar pajak akan meningkat (Probondari, 2013). Berdasarkan hal tersebut
maka hipotesis yang dapat dirumuskan :
H4 : kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
2.4 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian pengembangan hipotesis diatas, maka kerangka
pemikiran tentang faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak bagi














Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian
deskriptif kuantitatif dengan menerapkan berdasarkan teori yang sudah ada dan
data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner sebagai
alat penelitian.
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.
3.2.1 Variabel Independen (X)
Kesadaran Membayar Pajak
Kesadaran wajib pajak memiliki konsekuensi logis untuk para wajib pajak
agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi
perpajakan dengan cara memenuhi perpajakanya secara tepat waktu maupun tepat
jumlah pajak yang harus dibayar (Sulastri, 2013).
Peran aktif pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pajak sangat
diperlukan baik berupa penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan
secara intensif agar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat meningkat
atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk
menstimulus atau merangsang wajib pajak untuk meningkatkan kemauan dalam
membayar pajak.
Variabel kesadaran membayar pajak dirujuk pada hasil penelitian
Rahmawaty (2011). Kesadaran membayar pajak yaitu pajak merupakan bentuk
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partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, penundaan pembayaran pajak
dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, pajak ditetapkan dengan
undang-undang dan dapat dipaksakan, membayar pajak tidak sesuai dengan yang
seharusnya dibayar akan merugikan negara, setiap warga negara harus taat pada
aturan yang berlaku.
Skala pengukuran jawaban menggunakan skala Likert 5 point.
Perinciannya adalah sebagai berikut: angka 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS),
angka 4 menunjukkan Setuju (S), angka 3 menunjukkan Ragu-Ragu (RR), angka
2 menunjukkan Tidak Setuju (TS), dan angka 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju
(STS).
Pengetahuan Peraturan Perpajakan
Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses
dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan
pengetahuan itu untuk membayar pajak. Seperti pengetahuan mengenai pajak
yang dipungut berdasarkan undang-undang dan sanksi pajak, pajak digunakan
untuk kesejahteraan rakyat dan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan
mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, wajib pajak
diberikan kepercayaan melalui sistem untuk menghitung, memperhitungkan,
membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang sehingga dengan adanya
sistem ini diharapkan para wajib pajak tahu akan fungsi pembayaran pajak dan
fungsi pajak untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam
bidang sosial atau ekonomi.
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Variabel pengetahuan peraturan perpajakan dirujuk pada hasil penelitian
Setyawati (2013) yaitu:
1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
2. Pajak berguna bagi masyarakat
3. Tidak dapat imbalan langsung
4. Adanya sanksi perpajakan
5. Self Assessment System
6. Kepemilikan NPPKP
Skala pengukuran jawaban menggunakan skala Likert 5 point.
Perinciannya adalah sebagai berikut: angka 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS),
angka 4 menunjukkan Setuju (S), angka 3 menunjukkan Ragu-Ragu (RR), angka
2 menunjukkan Tidak Setuju (TS), dan angka 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju
(STS).
Efektifitas Sistem Perpajakan
Efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan
seberapa jauh target (kualitas, kuantitas dan waktu) telah dapat tercapai
(Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).
Variabel efektifitas sistem perpajakan dirujuk pada hasil penelitian
Setyawati (2013) yaitu:
1. Pembayaran pajak melalui e-Banking.
2. Pembayaran SPT melalui e-SPT dan e-Filling.
3. Penyampaian SPT melalui drop box
4. Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet.
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5. Pendaftaran NPPKP melalui e-Register
Skala pengukuran jawaban menggunakan skala Likert 5 point.
Perinciannya adalah sebagai berikut: angka 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS),
angka 4 menunjukkan Setuju (S), angka 3 menunjukkan Ragu-Ragu (RR), angka
2 menunjukkan Tidak Setuju (TS), dan angka 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju
(STS).
Kualitas Pelayanan
Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan
pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat
dipertanggung jawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Presepsi
pelaksanaan pelayanan menunjukan bahwa pelayanan dari fiskus dapat
memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka persepsi wajib terhadap fiskus
akan baik sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib pajak (Sulastri, 2013).
Hal ini mengisyaratkan bahwa kepuasan pelayanan pajak dapat
meningkatkan kemauan membayar pajak. Indikator variabel kualitas pelayanan
dirujuk pada hasil penelitian Probondari (2013), yaitu:
1. Aparat perpajakan memiliki kompetensi skill, knowledge, experience dalam
hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan.
2. Aparat perpajakan memiliki motivasi tinggi sebagai pelayan publik.
3. Perlu adanya perluasan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
4. TPT dapat memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang
diberikan kepada wajib pajak.
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5. Sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan merupakan
sistem layanan prima kepada wajib pajak menjadi semakin nyata.
Skala pengukuran jawaban menggunakan skala Likert 5 point.
Perinciannya adalah sebagai berikut: angka 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS),
angka 4 menunjukkan Setuju (S), angka 3 menunjukkan Ragu-Ragu (RR), angka




Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu dorongan dimana
seseorang rela untuk mengorbankan dan membayar pajak yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Hari, 2009).
Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu
kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan akan peraturan perpajakan,
persepsi yang baik atas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan aparatur pajak
(Setyawati, 2013). Variabel kualitas pelayanan dirujuk pada hasil penelitian
Rahmawaty (2011) yaitu :
1. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.
2. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak.
3. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak.
4. Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.
5. Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.
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Skala pengukuran jawaban menggunakan skala Likert 5 point.
Perinciannya adalah sebagai berikut: angka 5 menunjukkan Sangat Setuju (SS),
angka 4 menunjukkan Setuju (S), angka 3 menunjukkan Ragu-Ragu (RR), angka
2 menunjukkan Tidak Setuju (TS), dan angka 1 menunjukkan Sangat Tidak Setuju
(STS).
3.3 Metode Pengambilan Sampel
3.3.1 Populasi Penelitian
Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal
minat peneliti yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2011:121). Populasi dalam
penelitian ini sebanyak 396 Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama
Bengkulu sampai tahun 2013.
3.3.2 Sampel Penelitian
Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan sensus. Sensus merupakan
metode pengambilan sampel yang melibatkan seluruh anggota populasi sebanyak
396 pengusaha kena pajak yang terdaftar di KPP pratama Kota Bengkulu.
3.4 Metode Pengumpulan Data
3.4.1 Jenis Data
Data penelitian ini adalah data primer merupakan data penelitian yang
diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data
primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan
penelitian. Data primer berupa opini subjek (orang) secara individual atau
kelompok hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan,
dan hasil pengujian (Indriantoro dan Supomo, 2002:146-147).
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Alat yang digunakan untuk pengumpulan data ini yaitu kuesioner.
Kuesioner merupakan penelitian dengan cara mengajukan daftar pertanyaan
langsung kepada responden, yaitu pengusaha kena pajak. Responden diberikan
angket berupa kuesioner dan diberikan tanggung jawab membaca dan menjawab
pertanyaan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Metode kuesioner atau angket
yang digunakan peneliti, yakni menggunakan instrument cheklist (sangat setuju,
setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju), untuk melihat
kecenderungan responden. Responden hanya perlu memberikan tanda cheklist
pada setiap kontak jawaban dari pernyataan yang telah disediakan.
3.5 Metode Analisis
3.5.1 Uji Validitas
Uji validitas digunkanan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner
mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut
(Ghozali, 2013:52)
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevaliditan dari
instrumen (kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh
dengan cara mengkolerasi setiap skor variabel jawaban responden dengan total
skor masing-masing variabel. Untuk mengetahui apakah suatu item valid atau
gugur dilakukan dilihat taraf kepercayaan 95% atau alpha 5% (Ghozali, 2013:53).
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3.5.2 Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel atas konstruk. Suatu kuesioner dikatakan
reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten
atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013:47).
Menurut Nunnaily (1994) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel
atau handal jika memiliki nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2013:48).
Apabila Cronbach Alpha dari suatu variabel > 0,70 maka butir pertanyaan dalam
instrumen penelitian tersebut adalah reliabel atau dapat diandalkan. Sebaliknya
jika nilai Cronbach Alpha < 0,70 maka butir pertanyaan tidak reliabel (Ghozali,
2013:48).
3.5.3 Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah data terdistribusi
secara normal atau tidak. Uji normalitas data digunakan dengan menggunakan uji
Kolmogorov Smirnov yaitu dilihat dari nilai Asymp sig (2-tailed) > Cronbach
Alpha 0,05 (Ghozali, 2013:32).
Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.
Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model
regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
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Uji heterokedastisitas dengan uji Glejser diperoleh hasil nilai koefisien
masing-masing variable independen tidak signifikan (p > 0,05) terhadap residual,
sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada model tersebut tidak terdapat
problem heterokedastisitas. Dalam uji glejser, model regresi linear yang
digunakan dalam penelitin ini diregresikan untuk mendapatkan nilai residualnya.
Kemudian nilai residual tersebut diabsolutkan dan dilakukan regresi dengan
semua variabel bebas. Apabila terdapat variabel bebas yang berpengaruh secara
signifikan pada tingkat signifikansi p > 5% terhadap residual absolut, maka terjadi
heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:142)
Uji Multikolonieritas
Menurut Ghozali (2013:105-107) uji multikolonieritas bertujuan untuk
menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara
variabel independen jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-
variabel ini tidak ortogona. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance
Value dan Variance Inflation Faktor (VIF) nilai dengan tingkat kolonieritas 0,95
(95%). Dasar pengambilan keputusannya adalah:
a. Jika tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 dan maka terjadi multikolinearitas.
b. Jika tolerance value > 10 atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi
multikolinearitas pada data yang akan dikelola.
3.5.4 Uji Regresi Linier Berganda
Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari
beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang berskala interval.
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Dengan kata lain, analisis regresi berganda membantu dalam memahami beberapa
banyak varians dalam variabel terikat yang dijelaskan oleh sekelompok prediktor.
Bila kita ingin mengetahui mana diantara sekelompok prediktor yang paling
penting dalam menjelaskan varians, yang berikutnya dan seterusnya, analisis
regresi berganda bertingkat (stepwise) dapat dilakukan (Sekaran, 2011:299).
Dalam penelitian ini rumus regresi berganda yang digunakan adalah
sebagai berikut:
Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + Ɛ
Keterangan:
Y : Kemauan untuk Membayar Bagi Pengusaha Kena Pajak
α : Konstanta
β : Koefisiensi Regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel
dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen)
X1 : Kesadaran Membayar Pajak
X2 : Pengetahuan Peraturan Perpajakan
X3 : Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan





Uji statistik t menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas
atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.
Untuk menentukan hipotesis diterima atau ditolak yaitu melihat probabilitas value
> 0,05 (Ghozali, 2013:98-99).
Uji statistik F (signifikansi simultan)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel
independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013:98). Kriteria pengujiannya
adalah:
 Jika probabilities value > derajat kesalahan atau alpha 0,05 (5%) maka Ho
diterima atau Ha ditolak. Artinya semua variabel independen secara serentak
dan signifikan tidak mempengaruhi variabel dependen.
 Jika probabilities value < derajat kesalahan atau alpha 0,05 (5%) maka Ho
ditolak dan Ha diterima. Artinya semua variabel independen secara serentak
dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
3.5.6 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model
dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R2 adalah antara nol dan
satu. Nilai R2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen
dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai R2
mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua
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informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
Semakin tinggi nilai Adjusted-R2 maka semakin tinggi variabel independen dapat
menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013)
